PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI

Jalan Raya Kintamani
Telp. (0366) 5531026
Website: http://ki i.banglikab.go
e-mail: kintamani@banglikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KINTAMANI
NOMOR : 036 /CMT.KTM/ 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT
KINTAMANI

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan azas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Camat Kintamani.

Menimbang 3 9

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6291);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 751);
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15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
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dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1907);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 411);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 412);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis ]abatan dan Analisis
Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 441);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
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tentang Sistem Kerfa Pada Instansl Pemerintah
Untuk Penyederhanaan  Blrokrasl (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomaor 1681),

MEMUTUSKAN:
Menetapkan  : Menetapkan  Keputusan Camat Kintamanl  Tentang
Standar Pelayanan pada Kecamatan Kintamani
Pasal 1
(1) Menetapkan  Standar  Pelayanan  di lingkungan

Kecamatan Kintamanl yang merupakan implementasi
dari pelaksanaan tugas dan fungsi standar Pelayanan
pada Kantor Camat kintamanl, yaltu perumusan
kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan,
termasuk kategori pelayanan tidak langsung,

(2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1
ayat (1) meliputi:

Standar Pelayanan Data dan Informasi;

Standar Pelayanan Konsultasi;

Standar Pelayanan Narasumber;

Standar Pelayanan Fasilitasi Kelembagaan

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik;

Standar Pelayanan Pada Kantor Camat Kintamani

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini,

(3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian
ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi
penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat
pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Pada Kantor
Camat Kintamani yang merupakan Pernyataan tertulis
yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana
tercantum dalamLampiran | Keputusan ini.

mm opwa

Pasal 2

(1) Penerapan Standar Pelayanan huruf A, B, C dan D
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 menjadi
tanggungjawab Camat Kintamani.

(2) Penerapan Standar Pelayanan huruf D sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 menjadi tanggungjawab
Camat Kintamani.

(3) Penerapan Standar Pelayanan huruf E dan F
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 menjadi
tanggungjawab Camat Kintamani.
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN CAMAT KINTAMANI
NOMOR : 036/CMT.KTM/ 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI KANTOR CAMAT KINTAMANI

STANDAR PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI

A.Komponen Service Delivery

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN
1 | Persyaratan | 1. Pengguna layanan menyampaikan surat
permohonan tertulis yang berisi :

a. Identitas pemohon yang meliputi nama
perseorangan/institusi/lembaga swadaya
masyarakat/organisasi masyarakat/partai
politik/badan politik lainnya, kontak yang dapat
dihubungi dan alamat e-mail;

b. Data dan informasi yang diminta secara jelas;

€. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan
data dan informasi; dan

d. Melampirkan fotokopi kartu tanda
penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang
berlaku.

ditujukan ke alamat :
Camat Kintamani di Kintamani
2. Hadir langsung ke Kantor Camat Kintamani yang
didahului dengan pemberitahuan secara tertulis
atau lisan melalui
Telepon/SMS/WhatsApp (informasi atau data yang
diminta dalam kewenangan Camat Kintamani.
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Keterangan .

a. Pengguna layanan
permohonan resmi ditu
Kintamani

b. Pengguna layanan i
terhadap surat permohonan data dan informasi,di

menyampaikan surat
jukan kepada Kantor Camat

menunggu hasil verifikasi

mana : ) e
1) Jika data dan informasi yang diminta masuk

dalam Kkategori tidak dikecualikan, maka
pengguna layanan akan menerima surat yang
berisi data dan informasi sesuai permohonan

yang disampaikan sebelumnya secara daring

maupun langsung;
2) Jika Sata dan informasi masuk dalam kategori

dikecualikan, maka pengguna layanar? akan
menerima surat penolakan yang disertai alasan

penolakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara
daring maupunlangsung.
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— URAIAN

——————

2. Hadir langsung ke Kantor Camat Kinta manl;

Kctcl'angan :

a. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor
Camat Kintamani dengan membawa
kelengkapan persyaratan dan
menginformasikan  permohonan data  dan
informasi kepada petugas front office di lobi
Kantor Camat Kintamani

b. Pengguna layanan mengisi daftar tamu;

¢. Apabila permohonan diterima, pengguna layanan
akan diarahkan oleh petugas front office ke
ruang pelayanan untuk ditemukan dengan
petugas yang memberikan layanan data dan

informasi;
d. Pengguna layanan menerima data dan informasi

oleh petugas/pegawai yang ditugaskan.

KOMPONEN
NO

URAIAN

3 | Jangka
Waktu
Pelayanan

1. Surat jawaban pemberian data dan informasi akan
disampaikan oleh Pelayanan Kantor Camat maksimal
14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan
diterima oleh Pelayanan Kantor Camat Kintamani;

2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan
menerima informasi maksimal 1 (satu) jam sejak
permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait.

l 4 /Biaya/’l‘arif

Tidak ada biaya/tarif.

5 | Produk
Pelayanan

Surat jawaban dan/atau pemberian data dan
informasi yang diminta

6 | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukkan/
Apresiasi

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Kantor Camat Kintamani atau

2.Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung via :
telepon : (0366) 5531026;
website : http//kintamani banglikab go.id
E-mail :kintamani@banglikab go.id
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1

dng- T
B Undang Nomor 64 Tahun 1958 wntana

P*—‘ml)untuk‘
Tonggara ‘ll;lar?‘;:er::ih-Dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa |
Lembaran Negara Rﬂn Nusa Tenggara Timur |
Nomor 115, Taml"mhgzul?élr:blgfaom;qs’a kgl 23
n ’ ik |

. L '::’doanne;is nNdo mor 1649); SR, Bapsmk "\._
Pel‘pu.qtakq-.ang Nomor 43 Tahun 2007 tentang |
ll'ldoneqia”']‘nh (Lembaran Negara Republik |
Lcmbal: ahun 2007 Nomor ?.29, Tambahan |

an Negara Republik Indonesia Nomor 4774); |
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang |
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
Nomor 5149); \
.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik |

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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egara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 704);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 751);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
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- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara

| Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

;1 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 411);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformas! Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018/
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan lnstansl!
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia |
Tahun 2018 Nomor 412); :

20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasl Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawal Negerl Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1273);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara |
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 |
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 26);

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita  Negara  Republik |

Indonesia Tahun 2020 Nomor 251); ;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara |

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 |

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 |

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 441); !

25, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 1

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun

2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansl?

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 |

Nomor 181). ;

i
|
|

— e

2 |sarana dan | 1.Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 1
Prasarana, 2. Meja dan kursi;
dan/atau 3. Komputer;
Fasilitas 4, Printer;
5. Jaringan internet.

NO | KOMPONEN URAIAN 1

3 | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki Pengetahuan
Pelaksana peraturanperundang undangan;

2. Peecawai vane memiliki penegetahuan di bidane
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| KOMPONEN | Grajay ———————————————
Kompetensi | N PRl ot -
Pelaksana - Pegawai yang memiliki Pengetahuan

. peraturanperundang undangan;

+ Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang
program program kegiatan yang dilakukan oleh
Kantor Camat Kintamani.

3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola
data dan informasi;

4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi
secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta
santun kepada pihak yang memerlukan;

5. Pegawai yang mampu mengoperasikan

______kompyuter; B

Pi‘-‘ﬂgawasan” 1. Dilakukan pcngawasaH berjenjang;
Dilakukan secara berkelanjutan;

Internal 8
Jumlah Minmal 1 ( orang ) Pegawai setiap bagian

Pelaksana

Jaminan Informasi diberikandengan cepattepat dan lengkap.
Pelayanan |
Jaminan 1. Informasi yang akan diberikan dijamin

keamanan keabsahannya serta dapat di pertanggungjawab
dan kan dan

keselamatan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi
Pelayanan telah mendapakan penugasan dari atasan

langsung;

Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
kinerja 2 ( dua ) kali dalam 1 ( satu ) tahun;
2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan

pelaksana
dan peningkatan kinerja pelayanan; J

Ditetapkan di: Kintamani
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